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Menimbang : a.

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak
daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan pen1,
diperlukan partisipasi pihak lain untuk membantu Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pontianak;

bahwa dalam rangka memberikan motivasi kerja kepada
pihak lain tersebut di atas, dipand.ang perlu memberikan
biaya operasional penyampaian dan penagihan pajak Bumi
dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan
walikota tentang satuan Biaya operasional penyampaian dan
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (pBB) pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2OtS;

Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 27 Tah.un 1gs9 tentang penetapan
undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah ringkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana terah diubah
dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 196s (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara
Nomor 27561;

undang*undang Nomor 12 Tahun 198s tentang pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 6g,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Tahun lgg4 Nomor 62, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4
Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44STl
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg (Lembaran
Negara Tahun 2OOg Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara
Nomor a84al;

Mengingat
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Menetapkan

5' undang-undang Nomor 12 Tahun 2an tentangPembentukan peraturan perundang-undangan 
lr,emlaranNegara Tahun 2otr Nomor g2, Tamdahan Lembaran NegaraNomor 523fl;

6. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah propinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten I Kota ( Lembaran Negara Tahun 2oo7 Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor aT3Z );

7. Peraturan pemerintah Repubrik Ind,onesia Nomor 69 tahun2oro rentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan
Insentif Pemunggutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2oro Nomor lgg, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang pedoman pengeroraan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali v""g terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Nlgeri rro*o, "21 

Tahun
2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2o|l
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota pontianak Nomor 1l rahun 2oog
tentang Pembentukan organisasi perangkat Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 20og Nomor 1o seri D
Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang
kedua dengan peraturan Daerah Nomor 13 Tahun )ott
{I.err.baran Daerah Tahun 2O17 Nomor 13);

11. Peraturan waiikota pontianak Nomor 62 Tahun 2oL2
tentang Standar Biaya umum pemerintah Daerah Tah*n
Anggaran 2a1g (Berita Daerah Tahun 2ol2 Nomor 62),
sebagaimana telah diubah dengan peraturan walikota
Pontianak Nomor 2 Tahun 2ol3 (Berita Daerah Tahun zol3
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG SATUAN BIAYA
OPERASIONAL PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak
2' Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota pontianak
3. Walikota adalah Walikota pontianak
4. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi danlatau bangunan yang dimiliki,dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor

perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.
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5' standar biaya umum adalah 
-biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baiksecara mandiri maupun gabungan yang aiferrur<an untuk memp*iol.h keluarantertentu dalam rangka penJrusunan anggaran berbasis kinerja.6' satuan biaya umurn adalah bagian a"ri to*po"."- *i*'" dan meliputi komponenkegiatan yang penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja perangkat Daerah (sKpD)dan digunakan_dalam penyusunan dokumen anggaran.

7 ' satuan biaya khusus adalah bagran dari komponen belanja yang diatur secara khususguna mendukung optimalisasi pemungutan rajak Bumi atin nangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan walikota ini 
Sdar-arr sebagai pedoman bagi satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota pontianak dalampenJruslrnan, pelaksanaan dan pengend.alian 
_Renc€rna Keda Anggaran Satuan Ke{aPerangkat Daerah {RKA-SKPD) Tahun Arrggr..".. 2ors.

Pasal 3

1) PenJrusunan anggaran dalam. membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biayakhusus satuan biaya operasional pemungrLrt Pajak Bumi dan Bangrrr., p"aa DinasPendapatan Daerah Kota pontianak rahun Anggaran 2orz2) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksuJpada ayat (1) diberikan dalam rangkamenujang kegiatan operasional pemungutan Pajak bumi dan Bangunan, sebagaiberikut:
1' Kegiatan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib pajak
2- Kegiatan penagihan pajak By.*i dan Bangu.r"., k 

"p"a" w"jiu pajah t '

3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pia" ayat {2) tercantum dalam Lampiran IPeraturan Walikota ini.

KETENT?,IBII $L*rrr"
Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota pontianak
Nomor 489 tanggal 24 Juli 2a12 tentang Biaya Penyampaian dan penagihan SppT pBB
tahun anggaran 2ol2 dicabut dan dinyatakan tidak u..i"h r"si-
Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkfr.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerint"rt*"r, p"r,gurriangan peraturan walikotaini dengan penempatannya d.alam Berita Daerah Kota pontianak.

Ditetapkan di pontianak
Pada tanggal { 11: :.,,:,'l 2Arc
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Diundangkan di Pontianak
Padatanggal .( 1- _-.:. 2}rc
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